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Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum
APBD Tahun 2025 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD) Tahun Anggaran
2025 Kebijjakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, vang menjach
dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan
APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam
Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota
Kescpakatan ini.

Demikianlah MNota Kescpakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam

penyususunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran
2025.
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BAEB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA|

Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Dserah menyatakan bahwa Kepala
Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA| dan Pricritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS] berdasarkan RKPD. Pemenintah Kabupaten
Sumba Tengah telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2025 yang
ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 20235 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Dacrah (RKPD) Kabupaten Sumba Tengah
Tahun 2025.

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir RPJMD Kabupaten Sumba
Tengah Tahun 2018-2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Sumba
Tengah telah menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD] Tahun
2024-2026 vang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sumba Tengab
Noemor & Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024-2026. Dengan demikian REPD
Tahun 2025 merupakan tahun kedua penjabaran RPD Kabupaten
Sumba Tengah Tahun 2024-2026.

Tema pembangunan Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025
adalah Pemingkatan Kualitas Sumber Daya Manusia unfuk Pertumbuhan
Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan. Yang mana rumusan tema REKPD
ini selaras dengan tema RKP dan RKPD Prowvinsi NTT Tahun 2025
dengan  [okus pada HKuoalitas SDM scrta Ekonomi Inklusif
Berkelanjutan

Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan tersebut, Pemenntah
Kabupaten Sumba Tengah menyusun Kebijakan Umum APBD TA. 2025
schagai landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAFBD) Kabupaten Sumba Tengah TA. 2025.
Kebijakan Umum APBD vyang selanjuinya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan

KLIA TA. 2025
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1.2.

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.

KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyvusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kehijakan
pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan
daerah, dan strategi pencapaiannya.

REKPD, KUA, dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara [(PPAS)
Kabupaten Sumba Tengah TA, 2025 merupakan tiga dokumen yang
dipedomani dalam pembahasan rancangan APBD TA. 2025 sesuai yang
diatur Permendagri 77 Tahun 2020 {tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Dacrah. Oleh karena itu program, kegiatan, serta
sub kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi pedoman dalam
penyusunan KUA dan PPAS. Hal ini dilakukan untuk menjamin
konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektilitas
serta efisiensi pencapalan prioritas dan sasaran pembangunan
nasional, prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi NTT dan
tentunya pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten
Sumba Tengah.

TUJUAN PENYUSUNAN KUA
Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sumba

Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah: ¢

1.  Menyusun asumsi-asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional
vang akan digunakan sebagar dasar dalam penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2025;

2 SBebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plalon
Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Sumba Tengah Tahun
Anggaran 2025 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam
penyusunan Rencangan APBD TA. 2025;

3. Menyusun kebijakan pengenggaran daerah yang terdin dan
kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan
daerah secara sistematis untuk dapat dijadikan dasar dalam
penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

KUA TA. 2025




1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sumba Tengah TA. 2025

disusun dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, yaitu:

l.
2.

3.

14,

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomoer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 1| Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang Pemernintahan
Dacrah;

Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Dacrah Kabupaten [Kota;

Peraturan Pemerintah Nomeor B Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintiah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomer 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2020 - 2024,




14.

15,

16,

17,

18.

19,

20,

21.

22.

23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur  Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3889 Tahun 2021
tentang Verifikasi, WValidasi dan Inventarisasi Pemutahiran
Klasihkasi, Kodefikas dan Momenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagr Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, WValidasi dan
Inventarisasi  Pemutakhiran  Klasihikas, Kodefikesi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomeor 1 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daecrah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 — 2025;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 20023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2024-2026;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tengpara
Timur Tahun 2025,

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 02 Tahun
2011 tentang Rencana Pembanpunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2009-2028;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomeor 10 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Dacrah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 03 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba
Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dacrah Kabupaten Sumba Tengah;
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24,

25,

26.

27,

29,

Peraturan Daerah Kabupaten S3umba Tengah Nomor 8 tahun 2020
tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank
Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 11 Tahun
2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba
Tengah Tahun 2020-2040;

Peraturan Dacrah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Bupati Sumba Tengsh Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun
2024-2026;

Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 235 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerntah Daerah [RKPD) Kabupaten Sumba
Tengah Tahun 2025.
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BABII
KERANGHA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 20285
Pertumbuhan Ekonomi

Nilgi PDRB Sumba Tengah atas dasar harga konstan dalam
lima tahun terakhir, vaitu tahun 2019 sampai tahun 2023 terus
mengalami pertumbuhan vang possitif. Pada tahun 2022 nila
PDRB ADHEK 2010 sebesar Rp.787,04 Milyar atau naik sebesar
Ep.19,78 Milyar dibandingkan pada tahun 2021 vaitu sebesar
Rp. 767,26 Milyar. Pada tahun 2023 nilm PDRB ADHK 2010
meningkat lagi sebesar Rp.B09 49 Miliar atau sebesar Rp.22,45
Milyar dibandingkan tahun 2022 yvang bernilai Rp. 787,04 Milyar.
Apabila dibandingkan dengan nilai PDRB ADHK 2010 pada tahun
2019 sebesar Rp.750,15 Milyar maka dalam lima tahun terakhir
terjadi pertumbuhan sebesar Rp.59,34 Milyar

Untuk nilai PRDB Sumba Tengah atas dasar harga berlaku
selama lima tahun terakhir dar tahun 2019 sampen tahun 2023
juga meningkat walaupun kecil. Pada Tahun 2022 nilai PDRB
atas harga berlaku sebesar Rp.1.303,39 Milyar atau natk sebesar
Rp.72,99 Milyar dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sebesar
Rp.1.230,40 Milyar. Pada tahun 2023 nilai PDRBE atas harga
berlaku meningkal lagi sebesar Rp.1.397,92 Miliar atau naik
sebesar Rp.94,53 Milyar dibandingkan tahun 2022,

Dengan demikian dari Nilai PDRE ADHE maupun ADHK
tersebut sama-sama menunjukkan pertumbuhan yang positi
selama lima tahun terakhir. Hal ini juga menggambarkan kinerja
perekonomian Kabupaten Sumba Tengah yang terus meningkal
dan bertumbuh setelah melewati tantangan besar selama
pandemi Covid-19,

KUATA. 2025




Tabel 2.1
MNilal dan kontribusi Selctor dalam Produk Domestik Regional Brato
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Sumba Tengah
Tahun 2019-2023
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Tabel 2.2

Nilai dan Kontribusi Sekior dalam Produk Domestik Begional Bruio
Atas Dasar Harga Berlaku Eabupaten Sumba Tengah

Tahun 2019-2023
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Tabel 2.3

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Berlaku menunit Lapangan Usaha
di Kabupaten Sumba Tengah
Tahun 2019-2023
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Laju pertumbuhan ekonomi yang tergambar darn
pertumbuhan PDRE Kabupaten Sumba Tengah dan tahun 2010
sampai dengan tahun 2023 mengalami pertumbuhan cukup baik
walaupun keeil. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023
sebesar 2,85% meningkat tipis hanya 0,27% dibanding tahun
2022 schesar 2,58%, Gambaran laju pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Sumba Tengah selama tahun 2020-2023

Gambaran laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumba
Tengah selama tahun 2020-2023 disajikan pada grafik di bawah

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar

Harpa Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Sumba Tengah (Tahun 2020 - 2023]

Laju Pertumbuhan PDRE (Persen)

L1140 2000 ] a3 FAIFE]

Sumber : Sumba Tengah Dalam Angka 2024, data diolah

Apabila dikaji menurut sektor ekonomi, maka akan terlihat
scktor-sektor  yang memiliki  kontribusi  besar  dalam
perekonomian suatu wilayah. Dengan adanya data setiap sektor
ini, maka akan dapat membantu pemerintah dalam menentukan
kebijakan yaltu sckior mana saja vang perlu dipaca untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Perubahan
struktur ekonomi pada suatu wilayah dapat dilihat pada
komposisi masing-masing lapangan usaha. Jika terjadi
pergescran dalam komposisi masing - masing lapangan usaha,
maka struktur perekonomiannya juga akan berubah,
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Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam
memproduksi barang dan jasa menentukan struktur ekonomi
suatu daerah. Struktur ekonomi yvang terbentuk dari nilai
tambah yang diaptakan oleh setiap lapangan usaha
menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah
terhadap kemampuan berproduksi dan setiap lapangan usaha,
Dengan adanya data setiap sektor i, maka akan dapat
membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan, yaitu
sekior mana saja yvang perlu dipacu untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi suatu wilayah,

Diagram 2.1
Koniribiusl Sekior Perekonomian terhadap PORB Kabupaten Sumba
Tengah atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2023
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Sumber ! Sumba Tengah Dalam Angka 2024, data diolah

43% PDRB Kabupaten Sumba Tengah disumbangkan dari
sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sehingea sektor ini
masih menjadi sektor unggulan dari tahun ke tahun hingga saal
ini. Sektor administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan
sosial wajib menyumbangkan proporsi sebesar 26% sehingea
menjadi sektor terbesar kedua dalam perekonomian Kabupaten
Sumba Tengah.
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Posisi penvumbang PDRB terbesar ketiga adalah sektor jasa
pendidikan dengan proporsi 8%. Seltor-sektor lainnya
membenkan sumbangan masing-masing di bawah 5% terhadap
total PDEB. Adapun Enam sektor skonomi yang menyumbang
1% - 5% dapat dilihat pada diagram di atas. Selain itu terdapat
delapan scktor lainnya hanya berkontribusi masing-masing di
bawah 1%, yaitu industri pengolahan; Pengadaan listrik dan gas;
pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang;
transportasi dan pergudangan; penvedinan akemodasi dan
makan minum; jasa perusahaan; jasa keschatan dan kegiatan
sosial; serta sekior jasa lainnya

Inflasi

Indeks Harga Konsumen [IHK] adalah indeks yang
menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari
suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh
penduduk {rumah tangga.

Inflasi diukur dengan menggunakan Indeks Harga
Konsumen (IHK). Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia
dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran, yeitu
Kelompok Bahan Makanan; Kelompok Makanan Jadi, Minuman
dan Tembakau, Pertumbuhan eckonomi yang meningkat
mendorong  terjadinya  laju  inflasi, Kelompok Perumahan;
Kelompok Sandang; Kelompok Kesehatan; kelompok Pendidikan
dan Olahraga; scrta Kelompok Transportasi dan Komunikasi.

Jumlah dan jenis peredaran barang di Kabupaten Sumba
Tengah masih tergolong rendah sehingga tidak secara khusus
dilakukan perhitungan inflasi. Perhitungan nila inflasi di
Provingi NTT mengacu pada tiga kota yaitu Kota Kupang,
Maumere dan Kota Waingapu. Tingkat inflasi Provinsi NTT di
tahun 2021 adalah 1,67% mengalami peningkatan tajam tahun
2022 menjadi 6,65% dan turun menjadi 2, 42% ditahun 2023,

Pada Maret 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y] Provins
Nusa Tenggara Timur sebesar 1,92% dengan Indeks Harga
Konsumen (IHK] sebesar 105,85, Inflasi tertinggm tenadi di
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Waingapu sebesar 2,15% dengan IHK sebesar 10625 dan
terendah terjadi di Maumere sebesar 0,95% dengan IHK sebesar
105.23.

Penduduk Miskin
Selama tiga tahun terakhir jumlah penduduk miskin di
Kabupaten Sumba Tengah mengalam penurunan. Pada tahun
2021 jumiah penduduk miskin masih diangka 25,48 ribu turun
menjadi 24,49 ribu di tahun 2022 dan mengelami penurunan
lagi ditahun 2023 menjadi 24.24 ribu penduduk miskin.
Penurunan ini selaras degan nilal persentase penduduk
miskin vang juga menunjukkan tren menurun dan 34,27% di
tahun 2021 hingga 31,78% ditahun 2023. Persentase penduduk
miskin di Kabupaten Sumba Tengah menunjukkan tren
menurun dar tahun ke tahun namun presentase penurunan
penduduk miskin masih sangat kecil. Persentase penduduk
miskin pada tahun 2023 sebesar 31.78%, terjadi penurunan
0,73% dibandingkan tahun 2022 yang persentasenya scbesar
32,51%. Becara rinci perkembangan garis kemiskinan dan
penduduk miskin di Kabupaten Sumba Tengah selama tiga
tahun terakhir disajilan pada tabel berikur:

Tabel 2.4
Jumlah, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan,
Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2021-2023
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Tingkat Pengangguran Terbuka [TPT)

Pengangguran terbuka adalah kondisi di mana seseorang
tidak bekerja sama sekali. Kinerja perckonomian daerah dapat
diukur dari peluang dan kesempatan kerja, penyerapan tenaga
kerja, berkurangnya pengangguran terselubung dan terbuka
serta tingkat pengangguran terbuka.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT] Kabupaten Sumba
Tengah tahun 2023 schesar 1,89%, mengalami peningkatan
sebesar 0,68% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 1,21%.

D Kabupaten Sumba Tengah jumlah angkatan kerja lebih
banyak laki-laki namun jumlah pengangguran terbuka lebih
banyak perempuan. Jumlah penduduk yang bekeria,
pengangguran, penduduk yang bersekolah dan lainnya dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis
Kegiatan selama Seminggu vang Lalu dan Jenis Kelamin di
Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2023
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Sumber : Sumba Tengah Dalam Angka 2024

KUA TA. 2025




e

Kinerja Lembaga Keuangan

Lembaga keusngan formal belum optimal dan  masih
terbatasnya akses permodalan ke lembaga keuangan. Perbankan
memiliki peranan yang besar dalam menopang perekonomian
suatu daerah. Bank menjalankan fungsi intermediasi keuangan di
mana dana dari masyarakat dihimpun melalui tabungan dan
sejerisnya untuk kemudian disalurkan ke masyarakat yang
membutuhkan dalam bentuk kredit/pinjaman, Oleh karena itu
diharapkan baik dari sisi penabung maupun peminjam dari tahun
ke tahun terus mengalami peningkatan.,

Selain bank, koperasi turut memberikan dampak terhadap
kegiatan ekonomi masyarakat Sumba Tengah. Jumlah koperasi di
Kabupaten Sumba Tengah terdata sebanyak 83 unit namun di
tahun 20232 jumlah koperasi yang aktif hanya 42 unit. Adapun 42
unit koperasi yang aktif ini tersebar pada enam kecamatan yang
dapat dilihat pada tabel berilkut ini.

Tabel 2.6
Jumlah Koperasi Akfif menurot Kecamatan di
Kabupaten Sumba Tengah, 2020-2023

ih m m H [+
Katiutins i} i ! i
hiowas e Ik i !
Vet Pt gy Bt It ] il
Uerbe Rate My B ] i
Uty Moy Tt . b i ’
Hambary ] i B

Sumber : Sumba Tengah Dalam Angka 2034




2.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

Tantanpan yang akan dihadapi atau berpotensi akan

dihadapi dalam perekonomian Kabupaten Sumba Tengah di
tahun 2025 antara lain:

1:
2,

Inflasi yang masih cukup tinggi.

Infrastruktur yang belum optimal serta potensi gangguan
bencana, anomali iklim yang berpengaruh pada produksi
pertanian dan perkebunan yang berdampak pada rawan
pangan serta kenatkan tarif jasa transportasi yang
berpengaruh terhadap distribusi barang dan jasa.

Jumlah penduduk yang bertambah dengan komposisi usia
produktif vang terus bertambah dibandingkan dengan usis
non produktf merupakan tantangan bagi penyediaan
peluang dan kesempatan penyerapan tenaga kerja
Keberadaan bonus demografi ini merupakan peluang
untuk pengembeangan perekonomian sekaligus tantangan
dalam hal penyediaan sarana prasarana dasar kehidupan
masyarakat yang memadai secara kuantitas dan kualitas.
Tingkat kemandirian daerah vyang masih rendah
ditunjukkan dengan persentase Pendapatan Asli Dacrah
vang masth sangat kecil dari total penenimasn pendapatan
daerah. Hal ini mencerminkan bahwa penéenmaan
pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana
transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
NTT.

Tantangan ckonomi global serta perubahan kebijakan baik
di tingkat internasional, nasional dan regional akan
berpengaruh terhadap kebijakan penganggaran
pembangunan daerah,

Selain tantangan, beberapa peluang yvang diharapkan akan

mendukung prospek perekonomian Kabupaten Sumba Tengah di

tahun 2025 antara lain:

1. Meningkatnva sinergitas kebijakan Pusat, Provinsi dan

Kabupaten Sumba Tengah sesuai amanat Undang-Undang
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Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah
ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Nomor | tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kabupaten Sumba Tengah, yang dalam tataran
implementasi sedang disusun Peraturan Bupati scbagai
turunan Peraturan Dacrah dimaksud.

2. Hasil audit BPK terhadap APBD Pemerintah Kabupaten
Sumba Tengah TA. 2023 memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) sehingga di tahun 2025 diharapkan
Kabupaten Sumba Tengah akan mendapatkan Dana Insentif
Fiskal,

3. Berkembangnya potensi unggulan daerah berbasis potensi
lokal di Kabupaten Sumba Tengah sebagai hasil dari Program
Nasional Food Estate.

4. Kebijakan formulasi dana desa yang semakin diarghkan pada
belanja-belanja produlttif berbasis pengembangan potensi
kawasan desa vang secara keseluruban berpengaruh pada

perekonomian daerah.

ARAH EEBIJAEAN KEUANGAN DAERAH

Pencapaian  tyjuan  pembangunan  dalam  penvelenggaraan
Pemerintah tidak terlepas dar kapasitas fiskal daerah dengan acuan
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan
keuangan daerah mempertumbangkan kemampuan kKeuangan daerah
yvang dimiliki baik Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan
Penenmaan Pembiayaan.

Beberapa strategi arah kebijakan keuangan daerah dalam ranghka
peningkatan penerimaan pendgpatan daerah Kabupaten Sumba Tengah
tahun 2025 antara lain :

1. Menpoptimalkan penerimaan PAD melalu;

a. Intensifikasi melalui upayve Elektronifikasi Transaksi Pemerintah
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Daerah [ETPD} khususnya dalam pembayaran pajak dan
retribusi daerah vang dapat dilakukan melalui Quick Response
Code Indonesian Standard [QRIS) melalui kerja sama dengan BPD
NTT,

b. Pembenahan manajemen penerimaan PAD.

¢. Menyusun Peraturan Bupati sebagai turunan atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 20249 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah termasuk Peraturan Bupati tentang pencrapan Opsen
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (EBNKEB].

d. Mengintensifkan koordinasi dan kerja sama dengan Badan
Pertanahan Nasional [BPN] terkait program percepatan Reformasi
Agraria.

e. Melakukan inventarisasi dan pembaharuan data obyck Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (FBB-F2).

2. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dimana Bidang
Pendapatan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada
Badan Keuangan Daerah di usulkan menjadi Badan Pendapatan dan
Aset Daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan
vang efektif;

3. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lain yvang sah yang
menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;

4. Mengupayakan peningkatan alokasi Dana Alokasi Khusus dan Dana
Insentif Fiskal dari Pemerintah Pusat melalui kecepatan dan
ketepatan waktu pelaksanaan, serta kinerja pengelolaan yang
sgemakin baik.

2.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Proyeksi APBD TA, 2025 dibandingkan TA. 2024 mengalami
penurunan baik dan sisi pendapatan maupun dan sisi belanja,
Pendapatan dasrah masih sangat bergantung pada pendapatan
transfer pemenntah pusat, khususnyva Dana Alokasi Umum
(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Daerah
bersumber dari:
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1. Pendapatan Agli Daerah (FAD) vang terdiri dari:
1) Pajak Daerah;
Z) Retribusi Daerah;

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan:
4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah,.
2. Pendapatan Transfer vang terdir dari:
1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari :
= Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
* Dana Alokasi Umum;
* Dana Alokasi Khusus;
* Dana Insentifl Daerah;
e Dana Otonomi Khusus;
* Dana Keistimewaan;
* Dana Desa.
2} Pendapatan Transfer Antara Daerah terdiri dari:
* Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi; dan
*  Bantuan Keuangan.
3. Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari :
1) Dana Hibah;
2] Dana Darurat;
3) Lain - lain Pendapatan sesuai ketentuan Perundang-
undangan,

Penerimaan pembiayaan TA. 2025 diproyveksikan berasal
dari SiLPA APBD TA. 2024. Secara umum penerimasn
pembiayvaan dapat bersumber darn:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA} tahun sebelumnya;
Dana Cadangan Daerah;

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah vang dipisahkan;
Penerimaan Pinjaman Daerah;

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;

Sl N .

Penerimaan  Pembiayaan Lammnya  sesuan  dengan
ketentuan Perundang-Undangan;
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2.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan
Daerah

Sumber pendanaan utama Kabupaten Sumba Tengah
hingga tahun 2024 masih dar pendapatan transfer pusat dan
diproyeksikan naik sebesar 0,25% yakni dari target pendapatan
DAU sebesar Rp. 1.560.246.373,00 pada tahun 2025. Dengan
semakin ketatnya regulasi terkait penggunaan dana transfer
pusat khusunya Dana Alokasi Umum (DAU) vang tidak 100%
|seratus persen) dapat dipunakan secara bebas oleh Pemerintah
Daerah maka kemampuan fiskal daerah untuk mendanai program
dan kegiatan menjadi sangat terbatas,

Dari sisi penerimaan pembiavaan, diperoleh dari SiLPA
tahun sebelumnya yvang selama ini sebagian besar merupakan
SiLPA dari sisa belanja yang bersumber dari pendapatan yang
sifatnya earmarked schingga tidak dapat digunakan secara bebas
dimana saldo tahun lalu dipunakan untuk pencapaian output
tahun sebelumnya, dan jika output telah tercapai maka SiLPA
tahun sebelumnya dapat diganakan berdasarken ketentuan
regulasi tahun berkenasan. Dengan sumber pendanasn yang
sangat terbatas, Pemerintah Daerah tetap mengupayakan untuk
mengoptimalkan sumber pendanaan vang ada. Diharapkan
pemanfaatan DAU  Specific Grant tahun 2025 dilaksanakan
sebalk-baiknys untuk pemenuhan SPM baik Bidang Pendidikan,
Kesehatan dan Infrastruktur sehingga pada tahun 2025 proporsi
DAL yang penggunaannya tidak tenkat Block Grant memjadi lebih
besar.

Pemerintah juga berupaya memenuhi berbagal readiness
criteria untuk dapat memperolech Dana Alokas: Khusus [DAK)
Fisik di TA. 2025 yang walaupun diproyeksikan sama dengan
tahun sebelumnya dengan memperhatikan ketentuan dalam
Peraturan Mentern Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang
Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fistk

Target PAD Kabupaten Sumba Tengah di TA. 2024 sebesar
Rp.28.864.670.055,- mengalami kenaikan sebesar




Rp.2.203.493.820,- atau 7,09% pada TA. 2025 menjadi
Rp.31.068.163.875,- kenaikan ini terjadi oleh karena DBH PKB
dan DBH BBNKB yang sebelumnva masuk dalam kelompok
pendapatan transfer menjadi kelompok pendapatan asli daerah
pada jenis pendapatan pajak daerah berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HEKPD dan PFERDA Nomor
1 Tahun 2024 tentang PDRD. Secara nominal pendapatan

transfer pada TA. 2025 diproveksilan sebesar
Rp.625.248.354 258 - mengalami penurunan sebesar
Rp.5.811.083.001.- atau 093% dan TA. 2024 sebesar

Rp.631.059.437.259 -. penurunan imi terjadi oleh karena DBH
PKB dan DBH BBNKB yang schelumnya masuk dalam kelompok
pendapatan transfer menjadi kelompok pendapatan asli daerah
pada jenis pendapatan psajak daerah berdasarkan Undang.
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan Perda Nomor 1
Tahun 2024 tentang PDRD. Kelompok Lain-lain Pendapatan
Dacrah yang sah TA. 2025 di anggarkan sebesar
Rp.5.325.709.308 - tidak mengalami perubahan dan TA. 2024,
Cambaran Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel 3.1 di
bawah ini.

Tabel 2.7
Struktur Pendapatan Deerah
TARGET KUA PPAS | PEMIGKATAN/
URAIAN APBD 2024 2025 PENUIRLNAN %
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2.2.3.

KLA TA. J025

Penerimaan pembiayaan daerah dapat diperoleh dan enam
sumber pembiayaan. Selama ini penernimaan pembiayaan
terbesar berasal dar SiLPA tahun sebelummnya. Adapun
penerimaan vang berasal dari penerimaan kembali pemberian
pinjaman daerah nilainya masih sangat kecil sehingga tidak
memberikan kontribusi  signifikan  terhadap penenmaan
pembiayaan daecrah. Target penerimaan pembiayaan daerah
Kabupaten Sumba Tengah TA. 2025 sebesar Rp.6.000.000.000,-
mengalami  pengurangan  sebesar  Rp.6.050.000.000,- atau
(100,83%) jika dibadingkan pada TA. 2024,

Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belama daerah wapb memperhatikan dan
memenuhi empat jenis belanja mandatoris (mandatory spending),
yvaitu belanja wajib bidang pendidikan minimal 20% dari total
belanja yvang dianggarkan dalam APBD, belanja wajpb bidang
kesehatan minimal 10% dari total belanja yang di anggarkan
dalam APBD tidak termasuk belanja gaji, belanja infrastruktur
minimal 40% dari APBD (Total Belanja APBD diluar Belanja Bagi
Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa) serta
Alokasmt Dana Desa (ADD) minimal sebesar 10% dari Dana
Perimbangan setelah dikurang DAK.

Perumusan kebijakan belanja daerah diruomuskan dengan
mempertimbangkan belanja wajib yvang harus disediakan dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan antara lain ;

1. Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan sesual dengan
peraturan Perundang-undangan;

2. Belanja urusan wajib berkaitan dengan pelavanan dasar,
belanja wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan
dasar, belanja urusan pilihan, belanja unsur pendukung,
belanja unsur penunjang, belanja unsur pengawasan,
belanja  unsur kewilayahan dan belanja unsur
pemerintahan umum lainnya;

3. Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan




4. Pemenuhan  belanja  infrastruktur daerah  dalam
menciplakan dava saing daerah; dan

5. Pemenuhan atas beban pembayaran yang harus
diselesailcan.

Perumusan kebijakan belanja daerah yang terdin dari
empal jenis kelompok belanja yaitu Belanja Operasi, Belanja
Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang dapat
dijelaskan sebagai berikut.

1. Belanja Operasi terdiri dari :
1] Belanja Pegawai;
2} Belanja Barang dan Jasa;
3} Belanja Hibah;
4} Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal terdin dari:
1} Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
2} Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
3} Belanja Modal Jalan, Jarnngan dan Irigasi;
4} Belanja Modal Aset Tetap Lainnya,
J. Belanja Tidak Terduga (BTT)
Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk darurat
termasuk keadaan yang mendesak yang tidak dapat
diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan
pembayaran atas penenimaan daerah atas tahun - tahun
schelumnya serta bantuan sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya akibat bencana alam matpun non
alam,
4. Belanja transfer terdir dari:
* Belanja bagi hasil yang berasal dari pajak daerah dan
retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit
10% dari nilai yang ditargetkan.
* Belanja bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Desa yang terdiri dari ADD minimal sebesar
10% dari Dana Transfer Umum, yaitu DAU ditambah DBH
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Pajak dan Retribusi Dasrah serta Dana Desa.

2.2.4. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Daerah
menganggarkan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan
modal daerah pada PT, Bank Pembangunan Dacrah Nusa
Tenggara Timur sebesar Rp.3.000.000.000,- untuk memenuhi
amanat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah
Nusa Tenggara Timur.

Mengacu pada pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuaungan Daerah,
selain untuk penyertaan modal daerah, pengeluaran pembiayaan
dapat digunalkan untuk:

1. Pembayaran cicilan pokok utang vang jatuh tempo;

2. Pembentukan dana cadangan;

3. Pemberian pinjaman daerah; dan /atau

4, Pengeluaran pembiavaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.,
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BAB IIT
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN
Indikater ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi
dasar penyusunan RAPBN 2025 seperti yang termuat dalam Kerangka
Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun
2025 terangkum pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1,
Asumsi Indikator Makro Nasional Tahun 2025

e e g VT S Lk Sl

- Pertumbuhan Ekenomi {%, Yo¥)

51-55
. Inflasi (%, YoY] 1.56-35
. Nilai Tukar Rupiah (IDR/USD) 15.300 - 16.000
- Tinghkut Suku Bunga SBN 10 Tehun (%) 6,9-7,3
' Tingkat Kemiskinan (% 7,0~ 8,0
- Gini Rasio {indeks) 0,379 - 0,382
. Indeks Pembangunan Manusia {indeks) 0,56 - =

.Hi].niTuir.anetnnim‘['F} 113-115
- Nilai Tukar Nelayan (NTN) 104 - 105
Sumber ; kemenke. go.id

3.2. ABUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD
Selain memperhatikan asumsi dasar yang digunakan dalam
APBEN, penyusunan APBD juga memperhatikan prioritas pembangunan
di tingkat provinsi, dalam hal ini Provinsi NTT. Tema Rencana Kerja
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Pemerintah.
Daerah (RKPD) Provinsi NTT TA. 2025 menetapkan tema “Ekonomi
Yang Kokoh, Infrastruktur Handal dan SDM Yang
Berkualitas™ dengan f{okus dalam
mendukung pemngkatan dan pendapatan, pengembangan dan

Yang
pemberdayaan  masvarakat

penguatan potensi-potensi ekonomi lokal, penuntasan pembangunan
infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar, pencapaian dan
pemenuhan SPM, dan sinergitas pencapain tujuan dan pelaksanaan
prioritas  pembangunan dengan kabupaten/kota serta pemangku
kepentingan lainnya. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang

tertuang dalam EPD 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumba Tengah TA. 2025
TUTUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN | TARGET
Terkanguanya Ll |Meninghatsypprodubtiden  |Kootribwei PDRE sektorperanian | 3 4218
perekooombin yaag produlctivites sekoos produked | perisis dis kehutazis
kskoh berlandisken L3 [Maningkateys nilas eambak Reatribusi PORE seltor indossr . 15
ksunggalan produk malabs penpembanme pduitsi fpensalihas
daesak yang kompesinif pengslahen
berdaya sangung 13 [Mminghamyiperiadandiys  |[embd kenjungas vizsmwnn oy | LB33
SN parnwiEits dan ekonam|
krostd dalizn perekonomian | Lama tinggal wisatavan hari 1
L
Nikl mmbah ehesami kreanf Ep LT
2 |Mawuindkan 21 |MemnghataraPeadipataiz [Pendapaman perkapma Rp | 10s43
heywiabtaraan masyvarakat masyarakat
denpa memasthis Nilai Tuluae Petani (NTF) peam | 10383
mRnipgkaTayE
Resempate kema 22 |Meningkatnya kesempazan keria | Tingkat Penpangeicar Tarbuls S Li8
maninshution pendizatan (TFT)
mazyarakat 23 |Meminpkanyaketabanandan | Skor Pola Pansas Hacapan [SPPH) 14
maningke=r kisshasan S
pangan dan berkurasgeya .
i =4 |Barkuranzayshemiskinan Perzectite pendsdul di Savah % 2851
garis keemishings
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1 |Mewuiden S0M Somba |31 |Meunioghatrakualitsdan | Angia Melek Hunf [3z) % 8200
Tezgah yang ungral kesemrpatan mengemyam
eraepil das berdaya perdidiian Rata-rata Lana Sekolah abun | 776
saing 0l
SeTRETETIRAIEN KK Harapas Lama Sekokah tabun
rerlimat akrif dalam
pessipueas 37 [Meninghatnys deraias kesehazas | Usia Hazapan Hidup ahun | 8334
Easyirikat
Prevelsnsi stuntine L 613
13 |Memngkatnys cetempatan bap | indeks Pembanpanas Gezder pom | W18
perempuan antuk berpartisipas
dalim pembanganiz dan Indeks Pamberdayaas Gender pain | S484
perlindungan techaday
perempain dis a2k [Parsentase Keherasan seckadap u | <500
Ak yang Tertangazi
Parsentuse Keerasan terhadap & H
Perwzpoan yang Tertisgan]
34 (Msmmgotnys kuline peends | Caloupan Pembmasn Pemmds das % 50
|um]:mm:|-:mhk¢m.= Raolahragaan
i |Meevjudions kiveidiunl 41 |Masssbaenys kualive dis Fersenrase Pasiasg Jilan dalasm & 56.31
din keterian shame aksesthilicas frasorokour dalass | dalam Bondisl Mantap
mirastrukiur pelapanin mensukung kanekovitas daerad |Calcapan Pelayasan Angoatn Durat | % g0
dazardan pendukumg
hegiun shenomivang oo ety kasbiess Tahan punansya |asinges Irigasi % 5185
berkualinas gerts Tedrassrakeus rigasi dan bag Petni {34)
mandulcang pembanpanas | peamiran dulam ssen dukurs
vang berkelasute |pe+].nunmn.du.-ll1
43 [Memmecatnea akeed patpasalore | Cabiupan Rarmas ik Humt % Tal4
mismar din sanites| |Parsentuse Rumuk Tanpmamemur | 32 684
Al Layak
[Parsentase Rl bimpgs mesmrat n 7158
Sazitasi Lavak
44 | Terlakoanasys pereeparns [Cakeapan mamak mspes berliereik & B478
pembansman elekrrifikas
45 |Manimghsroya hualitas Indels Rualitas Linghungas Hodup | poin | 70
ishnzan Bidup Dasrah




5 [Mesxghackaskapasitas {51 [Mevupudkas Beokrasiving | lndeks Rebermas: Burokras pees

|pemerineaian vang Falitas tamakalala Opim BPR opizi
grzvwel dam profesional pany fienpEaran pemenintilue
serte berfivea medayand danpelayaam publik yanpefeitifl cn, bl e predikat
Junmkmzu:gh&n abuntshel traasparan sem
peavanas publik [paisipard Tadeks Sistem Pamerintaban peim
Barbasis Eukeroaik [FPEE)
Tixghar Keterbukasa [sformasi %
Pablik
ek Kepausan Pelayanas Publik
peaz
lndaks Demdierati [ndomsa .
pein
[edekePerilabn Antd Korupri
pin
Ratio PAD chudsp totalpeodapatad
[mfaks KuaktasPermcinazs
pain

aparatur das tata kelods profesionsl weruk saningatian |Fameinth

E25

i

Sumber ; EPD Kebupaters Sumba Tengah 2024-2026

Beberapa asumsi dasar vang digunakan dalam penyusunan

APBD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

'
2.
3.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,10% - 5,50%.

Persentase penduduk miskin 30,51% - 26,51%.

Indeks Pembangunan Manusia 63,89 - 65,07

Intervensi  kebijakan pendidikan  dan keschatan  dengan
memperhatikan pelaksanaan belanja mandatoris yaita 20% untuk
bidang pendidikan dan 10% untuk bidang kesehatan diharapkan
akan berakumulasi pada kompenen pembentukan nilai 1PM yang
semakin membaik.

Tingkat Pengangguran Terbuka 5,75 - 4,75

Melalui berbagai program kerja yvang membuka peluang dan
kesempatan kerja untuk penyerapan tenaga kerja sehingga dapat
menurunkan angks penpangpuaran terbulo.




BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG
DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN 2025

Pendapatan Daerah bersumber dan tiga kelompok sumber
pendapatan yaitu PAD, Pendapatan Transfer. dan Lain - lain
Pendapatan Daerah yang Sah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-
lain pendapatan asb daerah. Pendapatan transfer terdini  dar
pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antara
daerah. Lain- lain pendapatan daerah yvang sah terdiri dari dana hibah
dan dana dararat.

Peningkatan pendapatan transfer yang diupayakan selain DAU
dan DAK adalah upaya memperoleh Insentif Fiskal. Insentfl Fiskal
adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah
atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan
dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerash antara lain
pengelolaan  keuangan daerah, pelayanan umum  pemerintahan,
pelayanan dasar, dukungan terhadap kebijakan strategis nasional,
dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional,

Fokus Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah melalui  langkah-langkah
melipuri :

8, Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan
daerah serta pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif
dan efisien.

Penentuan target PAD yang realistis berdasarkan data subjek
dan objek pajak serta retribusi daerah vang dapat dicapai dalam
satu tahun.

b, Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan
daerah.

* Melakukan sosialisasi door fo door kepada seluruh pelaku
usaha rumah makan, kafetaria, kantin warung, bar, dan
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sejenisnya termasuk jasa boga /catering untuk meningkatkan

kesadaran

* Tertib bayar pajak restoran yang merupakan kontribusi wajib
berdasarkan pendapatan bruto setiap bulannya.

= Meningkatkan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional
(BPN] terkait data tanah masyarakat vang diterbitkan setiap
tahun melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL| yang selanjutnya data tersebut dibandingkan
dengan data SPPT PBB pada wilayah desa lokasi PTSL.

* Meningkatkan koordinasi dengan BPD  NTT  terkait
pembayaran pajak dan retribusi daerah secara elektronik.
Sclain itu koordinasi dilakukan untuk menyediakan kanal-
kanal pembayaran yang menyebar secara merata hingea ke
pelosok-pelosck demi mewujudkan pembayaran pajak vang
transparan, ecfektf, dan efisien yang pada akhimya
diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pajak dan
retnibusi daerah.

¢.  Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan
pendapatan daerah.

d. Peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk
menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat sebagai wajib
pajak/retribusi daersh dan sosialisasi pendapatan daerah.

€. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah
bedasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4.2, TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUT! PENDAPATAN ASLI
DAERAH ([PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN
PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Secara umum pendapatan daerah yang diproveksikan pada TA.
2025 mengalami penurunana jika dibandingkan target pendapatan
dalam APBD TA. 2024, Gambaran pendapatan daerah yang
diproveksikan pada TA. 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Targel Pendapatan Daerah TA, 2025 dibandingkan Target Pendapatan Dacrah

Tabel 4.1,

dalam APBD TA. 2024

URAIAN APED 2034 TARGET KUA FPAS | FENIGEATAN/ =3
02 PFENURUNAN
PENDAPATAN DAERAH 665.249.816.623 |  661.642.227.441 3.607.689.181 -0,58%
FENDAPATAN ABLI DAERAH
__{PAD}  2R.864_6T0.085 21.068.163 876 2.203.492.820 7,09%
1 Pajik Duicrih 65511 12.750 10630257 115 i 0ad 184 365 IR 56
Retribusi Dserab 4.341.002.000 3685, 422000 B55.600.000 | -17,79%
Hasil Pengeloloan Keksyoan
Duerah vang dipisahkon SATLAS] 405 £.0765.26%,860 ST 1021545 - O |
Ladn- ladn FADF yung finh 12515643900 | 13087214590 1.471.571.000 10,53%
| PERDAPATAN TRANSFER 631.069.437.259 |  628.248.354.358 5.811.083.001|  .093%
Pendapatnn Trensfer
Pemerintah Pusat 610593752000 | 612002998370 1560246073  o29%
Pendspatan Transfer Antar .
Duerah 30.526.685.159 13155355885 |- 7.371320.374 | .ss.00m)
LAIN-LAIN FEN
pon meﬂ;‘m 5.¥35.709.308 5.325.709.308 ; e
Lain-imin Pendapatan Sesyal ol
derpen Kebotiluan Perturan 5525 700 20 5325 700 308 -
F!ﬁuﬂum—”ndnng.n_; 0,0
Jumiah Pendapatan 653,349, 816.623 GE1.543, 237 441 |- A.607.5859.181 -0, 55%,
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BAB YV
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

21, HKEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA
5.1.1. Kebijakan Umum Perencanaan Belanja Daerah

* Prioritas belanja daerah adalah mendanai  urusan
pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan
dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta berpedoman
pada standar teknis dan harga satuan regional (SBU dan SSH)
sesual ketentuan perundang-undangan. Terkait pemenuhan
SPM pemerintah pusat telah mengalokasikan DAU Specific
Grant (SG) sehingga belanja daerah terikat pada sub-sub
kematan yang langsung berkaitan dengan pemenuhan SPM
sesuai Peraturan Pemerintah Nomeor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal [SPM),

* Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap
belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat
daerah maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk
meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan
memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran
seria memberikan informasi vag jelas dan terukur, memiliki
korelasi langsung dengan keluaran vang diharapkan dari
program dan kegiatan dimaksud ditinjau dan aspek indikator,
tolak ukur dan target kinena.

& Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan
penyelenggaraan pemerintahan, belanja infrastrulktur dasrah
dalam menciptakan dava saing daerah, dan pemenuhan atas
beban pembayaran yang harus diselesaikan.

o Belanja  pegawal digunakan untuk  menganggarkan
kompensasi yvang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah, ptmpinan dan anggota DPRD, serta PNS dan
PPPK vang dianggarkan pada belanja perangkat daerah
bersangkutan seria ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
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# Helanja hibah dapat dibertkan antara lain kepads
badan/lembaga, BUMD, serta organisasi kemasvarakatan

vang berbadan hukum Indonesia, serta partai politik vang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak
wajib dan tidak mengmkat, serte tidak secara terus-menerus
setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah
bertujuan untulk menunjang pencapaian Sasaran, pProgram,
kegiatan, dan sub kegistan pemerintah daersh  sesusi
kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranva
fungsi pemenntahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan,

rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

* Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan
berupa uang atau barang kepada individu, kelaarga,
kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara
terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindung
dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam
keadaan tertentu dapat berkelanjutan., Belanja bantuan sosial
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah
setelah memprioritaskan  pemenuhan belanjs  urusan
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan Ketentuan perundang-
undangan.

» Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang/jasa yang nilal manfaatnya kurang darn
dua belas bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan
atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka
melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

* Belanja modal digonakan untuk menganggarkan pengeluaran
yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset
lainnya yang mempunyai masa manfaat lebth dari dua belas
bulan dan memenuhi batas minimal kKapitalisas: aset tetap
schagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71
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tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan
mempricritaskan untuk pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana yang terkail langsung
dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhban
ekonomi daerah. Belanja modal sangat berpantung pada
alokasi DAK Fisik. Juga didukung dar belanja atas
penggunaan DAU Specific Grant sepanjang menjadi bagian dari
pencapaian SPM Bidang Pendidikan, Bidang Keschatan, dan
Infrastruktur Publik.

Belanja Tidak Terduga (BTT) diangparkan untuk keadaan
darurat tetmasuk keperluan mendesak serta pengembalian
atas kelebihan pembayaran dari penerimaan daerah tahun-
tahun sebelumnya. Penganggaran untuk mengantisipasi
kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak
dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh
pemerintah daerah, vang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugan vang lebih besar bag pemerintah daerah dan/atau
masyarakatl serta sesual amanat peraturan  perundang-
undangan.

Pemerintah daecrah menganggarkan belanja bagl hasil pajak
daerah dan retribusi daersh kepada pemerintah desa paling
sedikit 10% dari rencana pendapatan pajak dacrah dan
retribusi daerah dengan memperhatikan amenat Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Dess dan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dar Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.

Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam
bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dan DAU
ditambah DBH.

Penyediasn anggaran untuk belanja operasi, belanja modal,
belanja tidak terduga dan belanja transfer dianggarkan
berdasarkan skala prioritas YVang mendukung
tercapainya program Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi
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dan Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah.

5.12. Kebijakan Umum Belanja Daerah berdasarkan Urusan
Pemerintahan

5.1.2.1.

i

3.

Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pendidikan

Terselenggaranya pendidikan vang terjangkau, berkualitas,

dan merata dengan dukungan sarana dan prasarana yang

memadal baik bagi anak usia sekolah maupun bagi tenaga

pendidilk.

Kesehatan

Terlaksananya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan

merata melaln penyediaan berbagai fasilitas, sarana dan

prasarana kesehatan, peningkatan kapasitas SDM kesehatan,

serta peninglkatan promosi kesehatan Perilaku Hidup Bersih

dan Sehat (PHBS).

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(1) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar
yaitu jalan, jembatan, ingasi, air, serta pengelolaan air
limbah;

(2} Penyediaan layanan jasa kontstruksi yang berkualitas;
dan

(3} Terintegrasinya perencanaan pembangunan daersh
dengan RTRW.

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

i1} Peningkatan kualitas rumah tinggal layak huni yang
memiliki penerangan, akses terhadap air minum bersih
dan sanitasi, termasuk pembangunan rumah bag korban
bencana.

(2] Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana
ganitasi, air minum, dan kualitas Kewasan permukiman
kumuh;
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(3] Peningkatan kualitas jalan dan jembatan
lingkungan, MCK komunal, dan saluran drainase di
wilayah permukiman.

3. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

Masyarakat

Terpeliharanya ketentraman dan  ketertiban umum,
terjaminnya perlindungan terhadap masyvarakat, termasuk
dalam penanggulangan bencana.

4. Sosial
Terlaksananya pembinsan dan [asilitasi poten=s Sumber
Kezejahteraan Sosial [PSKS) dan tersedianya perlindungan
soaial dengan sasaran penduduk miskin dan pemberdayaan
penyvandang masalah kesejahteraan sosial (PMEKS), termasuk
perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial,
seérta  peningkatan kemampuan S5DM dalam program
pemberdayaan sosial.

5.1.2.2., Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan
Dasar

1. Tenaga Kena
Perluasan kesempatan kerja, peningkatan kapasitas dan
keterampilan tenaga kerja, serta penyediaan fasilitasi dan
pencegahan perselisihan hubungan industrial.

2. Pemberdayaan Perempusan dan Perlindungan Anak
Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap
perempuan dan anak serta penyediaan [asilitasi usaha
ekonomi perempian.

d. Pangan
Penyusunan pola konsumsi dan suplal pangan, pemaniaatan
pekarangan unfuk pengembangan pangan, serta pemantauan
dan analisis ketersediaan pangan.

4, Pertanahan
Penyediaan fasilitas] pertanahan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah melalui perencanaan dan pelaksanaan
pengadaan tanah seria penverahan hasil pengadan tanah.

5. Lingkungan Hidup
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10,

Terjaganya keseimbangan lingkungan dalam  tujuan
pembangunan berkelanjutan melalui pelasanaan KLHS,
pengendalian  pencemaran lingkungan hidup, pengelolaan
keanekaragaman hayati, pembinaan dan pengawasan
terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan
pengelolasn lingkungan hidup (PPLH), pemingkatan kapasitas
SDM  bidang lingkungan hidup, serta pengelolaan
persampahan.

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil masyarakat melalui implementasi Sistem
Administrasi Kependudukan.

Pemberdayvaan Masvarakat dan Desa

Pengembangan kawasan perdesaan dan  pengautan
kelembagaan desa berbasis masyarakat, serta penyediasn
fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah desa.
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Terjaminnya kualitas hidup penduduk dan meningkatnya
kesejahterman keluarga, melalui pembinaan keluarga
berencana (KB| serta pemberdayaan dan peningkatan
keluarga sejahtera (KS).

Perhubungan

Terselenggaranya  perhubungan daecrah  berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang berlaku, melalui program
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dan
pengelalasn 1zin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang
berdomuisili dan beroperasi dalam wilayah Kabupaten Sumba
Tengah.

Komunikasi dan Informatika

Pengelalaan  informasi dan komunikasi publik  serta
tersedianya  infrastruktur komunikasi dan informasi di
lingkup pemerintah daerah melalui pengembangan  e-
gouernment.
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11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Pengembangan kualitas Koperasi dan pegembangan iklim
Usaha Kecil Menengah yang kondusif.,

12. Penanaman Modal

Peningkatan kualitas peiayanan perizinan dan pemberian
insentif dan kemudahan kepada penanam modal dengan
memanfaatkan media elekironik.

13. Kepemudaan dan Olahraga
Peningkatan kualitas generasi muda melalui kegiatan-
kegiatan pembingan pemuda dan olahraga melalul organisasi
ditingkat kabupaten hingga desa.

14. Statistik
Pengelolaan data statistik sektoral daerah yang dibutuhkan
oleh pemerintah maupun lembaga lainnya sebagai acuan bag
penyusunan kebijjakan Pemernntah melalui  pengumpulan
data dan penyusunan dokumen statistik daerah,

15. Persandian
Terwujudnya pengamanan informasi dalam pola hubungan
komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.

16. Kebudayaan
Terwujudnya pelestarian budayva daerah serta pengembangan
berbagai kesenian tradisional yang ada.

17, Perpustakaan
Peningkatan literasi baik pada anak usia sekolah ataupun
masyarakat umumnya,

1B. Kearsipan
Terwujudnyva pengelolaan arsip secara baku di semua
perangkat daerah.

5.1.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perkanan
Terlaksananya pemberdayaan perekonomian masyarakat
melalui  pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan
budidaya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan,
serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

2. Pariwisata
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5.1.2.4.
18

Pengembangan pariwisata daerah melalui  pemasaran
pariwisata dan pengembangan destinasi pariwisata.
Pertanian

Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian,
perkebunan, dan peternakan melalui berbagai upaya
penyediaan sarana prasarana pengembangan pertanian dan
peternakan, pengendalian dan penangpulangan bencana
pertanian dan peternakan, serta penyuluhan pertanian.
Perdagangan

Penyediaan sarana prasarana distribusi perdagangan yang
memadai serta peningkatan dan pengembangan usaha
perdagangan,

Perindustrian

Pemberdayaan dan pengembangan industri kreatil,
Transmigrasi

Terlaksananya pembinaan angkatan kerja pada satuan
pemukiman dengan memanfaatkan sarana prasarana vang
tersedia dalam mewujudkan kemandirian tenaga kerja pada
beberapa satuan pemukiman.

Urusan Pemerintahan Fungsi Pendukung
Sekretariat Daerah
{11 Penmngkatan pelayvanan kebijakan kehidupan mental
spiritual kemasyarakalan,
{2] Peningkatan kebijakan bidang pemerintahan;
(3] Peningkatan kualitas layanan publik, kinerja aparatur
dan penataan kelembagaan;
(4) Peningkatan pelayanan informasi dan kehumasan,
(5] Penyusunan preduk hukum dan penyebaran
informasi hukum;
(6] Penanganan permasalahan hukum daerah;
{7} Peorumusan kebijakan pengembangan ekonomi daerah:
(8} Pengendalian pembangunan dan [aslitas1 layanan
pengadaan.
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2. Sekretariat DPRD
Fasilitasi seluruh sagenda dan kegiatan DPRD dalam
melaksanakan fungsi Legslatif, Budgeting dan fungsi
Controlling.

5.1.2.5. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

1. Perencanaan
Perumusan berbagai kebijakan strategis penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan
ketentraman dan ketertiban masyarakat vang dituangkan
dalam berbagai dokumen perencananan strategis secara
periodik.

2. Keuangan
Penyelenggaraan pengelolaan  keuangan daerah  yang
transparan dan akuntabel melalul integrasi peréencanaan dan
penganggaran, baik pada sisi pendapatan, belanja, maupun
pembiayaan daerah,

3. Kepegawaian
Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur melalui
penegakan disiplin serta pemberian rewards and punishment
untuk mewujudkan aparatur yang berintegritas.

4. Pendidikan dan Pelatihan
Peningkatan kapasitas dan kompeiensi aparatur melalui
pendidilkcan dan pelatihan penjenjangan serta pendidikan dan
pelatihan teknis.

5.  Penelitian dan Pengembangan
Terjaminnya kualitas perencanaan berbasis penelitian dan
penpembangan  melalnn  pengembangan  jejaring/ netiwork
dengan stakehalder lain vang terkait (pemerintah, swasta, dan
akademisi).
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5.1.2.6. Urusan Fungsi Unsur Pengawas
1. Inspektorat Daerah

Optimalisasi fungs: pengawasan untuk meminimalisic

pemborosan sumber daya pembangunan sehingga dapal

mencegah  kerugian  daerah dalam  penyalahgunaan
kewenangan baik pada Aparatur Sipil Negara, aparatur
pemenntahan, dan juga kelembagaan desa.

5.1.2.7. Urusan Pemerintahan Fungsi Kewilayahan

1. Recamatan

Mendukung dan mengawal program prioritas daerah serta
mengawal dan mengendalikan peneyelenggaraan
pemerintahan desa untuk memfasilitasi dan mengendalikan
pengpunaan keuangan desa pada masing-masing desa di
setiap Kecamatan. Selain itu, juga menyelenpgarakan
pemerintahan daerah dan pelayanan publik sesuai norma,
standar, praosedur dan kritena seria
mempertanggungjawablan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan secara baik dan alkluntabel.
5.1.2.8. Urusan Pemerintahan Fungsi Umum

1. Kesatuan Bangsa, Politk dan Perlindungan Masyarakat
Terjaga dan terpeliharanya situasi kehidupan keberagaman
berbangsa dan bernegara di Kabupaten Sumba Tengah
dalam semangat Lima Pilar Kebangsaan. Pada TA. 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan fokus pada
Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala
Daerah,
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5.1

RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA
TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja  daecrah TA. 2025  diproveksikan  sebesar
Rp.664.642.227 441 ,- mengalami penurunan sebesar

Rp.9.607.589.181,- atau 1,42% jika dibandingkan belanja dacrah dalam
APBD TA. 2024 sebesar Rp.674.249.816.622,-,

Penurunan Belanja Daerah pada TA. 2025 disebabkan oleh
karena terjadinya penurunan target Pendapatan Daerah dimana proses
penyusunan APBD menganut anggaran berimbang,

Target belanja dacrah yang dimaksud dapat dilihat pada 1abel di
bawah mi.

Tabel 5.1,
Target Belanja Daerah TA. 20:5 dibandingkan
Target Belanja Da¢rah dalam APBD TA. 2024

URAIAN APED 3034 TARGET KUA FPAS |  PENIGEATAN/
- 24 PERURUNAN »
HELAN.JA DFERASI 453.066.263.357 | 440.370.774.482 |- 11866480678 2,69
Belonsa Pegawni L3000 242176  227.946.633.280 4843393 204 2.77%)
_Eh;r‘__ﬂ_.!.l:ﬂ_rgdlﬂ Jana IS 143 034 100 J04 ASZR.ATROET 6] I?E__.EL{_E__II_EI_ 5 !,_'.!_!'E
_BelangaHibah 268861187075 2841463075 |- 25.019.724.000]  -90,15%
Belaigh Baiilikin Scoaal hﬂﬂﬂ.{lﬂ.[l?i_.? 5,153 OO KK 1 5 0 =16, 065
HELANJA MODAL 118.688.85.790 |  120.437.116.510 L778 531720 1,50%
:mm il Pl s 11,319,166 000 9436650 000 | HED & 16 000 1657
_H.-.In Hlld.|.1 E:;iu Ham T

B . . g 0 37030 640 16145 802, 100 SHTE.SH3.]10 ﬁ1;|:pic.
Felnngs Midal dalan, = .
it v UTOBGA40900 | OS5 HS4.573A410 |- RIALETA4D0 2, 18%,
Belongs Modtal Aset Tetap : ;

Lainsg £7 ffEA00 B i GO0
HELANJA TIDAK TERDUGA 1.500.000.000 | 1500000000 o 0,00%|
Belurga Tidak Terduga L B 00 D00 500 00 00 F o,00%
BELANJA TRANSFER 101.824.9569.478 | 102.335.337.449 ol  0.00%]
Belnms Bag Hasll | ON7 713 475 | 431,567 912 - 000
Belany Bmﬁw?n LOOTAT T a8, 000 | B0 TR 53T L 3 Do
Jomiah Belanjn]  674.249.016.673 | 664542237441 |- 9.607.589.181 -1, 42%)

Belanja daersh TA., 2025 yang mengalami penurunan pada

belanja modal sebesar Rp.1.778.521.720,- atau sebesar 150% dari
tahun 2024 Rp.118.658.593.790,- menjadi
Rp.120.437.115.510,- serta mengalami penurunan pada belanja operasi
sebesar, Rp.11.BBG.488 875,- atau scbesar 2,63% dar tahun 2024
sebesar Rp.452.266.263.357,.- menjadi sebesar Rp.440.379.774.482,-
ditahun 2025. Pada kelompok Belanja Tidak Terduga pada tahun 2025

sebesar
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diproyeksikan tetap sebesar Rp. 1.500.000.000,- tdak mengalami
perubahan dibandingkan vyang dianggarkan pada tahun 2024,
Sedangkan pada Belanja Tranfer diproyeksikan meningkat sebesar
Rp.500.377.974,- atau scbesar 0,49% dibandingkan tahun 2024 sebesar
Rp.101.824.959.475,- menjadi sebesar Rp.102.325.337.449,- kenaikan
ini disebabkan oleh komponen Belanja Bagl Hasil Pajak dan Belanja
Bantuan Keuangan, dimana kenaikan belanja pajak bagi hasil kepada
Pemerintah Desa disebabkan oleh karena terjadi kenaikan target pajak
dari opsen pajak PKB dan BBNKB dan kenaikan belanja transfer
bantuan keuvangan kepada Pemerintah Desa pada komponen ADD
disebabkan karena Kenaikan proyeksi DAU scbagai komponen
perhitungan ADD.

Total penurunan pada belanja operasi terjadi pada dua jenis
komponen belanja yaitu belanjs hibah dan belanja bantuan sosial,
sedangkan pada komponen belanja pegawai dan belanja barang dan jasa
terjadi kenaikan alokasi anggaran dari tahun sebelumnya.

Belanja pegawal mengalami kenaikan sebesar
Rp.4.943.391.204,- atau sebesar 2,22% dibandingkan tahun 2024
scbesar Rp.223.003.242.176,- menjadi sebesar Rp.227.946.633.380.-
pada tahun 2025 dikarenakan adanya penganggaran penerimeaan
alokasi CPNS TA. 2025. Pada jenis belanja barang dan jasa mengalami
kenaikan sebesar Rp.10.194.843.921,- atau nak sebesar 5,25%
dibandingkan tahun 2024 scbesar Rp.194.143.834.106,- menjadi
scbesar Rp.204.338.678.027.-. Untuk belanja hibah mengalami
penurunan vang drastis dikarenakan TA. 2025 tidak dianggarkan lag
kebutuhan pemilihan umum, belanja hibah tahun 2025 diproyeksikan
sebesar Rp.2.841.463.075,- mengalami penurunan  sebesar
Rp.26.019.724.000,- atau sebesar (90,15%| dibandingkan tahun 2024
sehesar Rp.28.861.187.075,-. Belanja bantuan sosial ditahun 2025
mengalami penurunan sebesar Rp.1.005.000.000 atau sebesar 16,06%
dari tahun 2024 sebesar Rp.6.258.000.000,- menjadi sebesar
Rp.5.253.000.000,- ini dikarenakan penyesuaian anggaran belanja

beasiswa miskin vang lulus di TA. 2025 dan tidak ada lagl penerimaan
baru bagi penerima beasiswa miskin untuk di TA. 2025.

.




Belanja modal pada tahun 2025 diproveksikan naik sebesar
Rp.1.778.521.720,- atau sebesar 1,50% dari tahun 2024 sebesar
Rp.118.658.593.790,- menjadi Rp.120.437.115.510,- ditahun 2025
dikarenakan naik pada belanja modal gedung dan bangunan. Pada
kelompok belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal jalan,
jaringan dan irigas: diproyeksikan mengalami penurunan, Untuk belanja
modal tahun 2025 hampir seluruhnya merupakan belanja modal yang
didanai dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan DAU Specific Grant,

Dengan total pendapatan daerah yvang diproveksikan sebesar
Rp.661.642.227 44] - dan belanja dacrah sebesar Rp.664.642.237 441 -
maka pada tahun 2025 pemerintah daerah mengalami defisit sebesar
Rp.3.000.000.000,-.
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BAE V1
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1, HEBLJAKAN PENERIMAAN PEMEBIAYAAN

Penerimaan pembiavaan daerah dapat bersumber dan SiLPA
Tahun Anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil
penjualan kekayaan daerah yang dipisabkan, penerimaan pinjaman
dacrah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan
penerimaan pembiayaan lainnya sesual dengan ketentuan perundang-
undangan.

Penerimaan Pembiayean Tahun Anggaran 2025 diprediksi
bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnyva
(SILPA) TA. 2024, SiL.PA didasarkan pada perhitungan yang cermat dan
rasional, vang dapat bersumber dar::

(1} Pelampauan penerimaan PAD;

i2) Penghematan belanja pegawail, yang terdiri dari belanja gaji dan
tunjangan ASN;

{3) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum
terselesaikan;

{4) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinetja;

(5] Sisa penggunaan belanja tidak terduga.

Proyeksi pembiayaan daerah sangat dipengaruhi cleh nilai SiLPA
yang menjadi sumber wutama penerimaan pembiayaan daerah
Kabupaten Sumba Tengah dar tahun ke tahun. SiLPA TA. 2024
diproyeksikan sebesar Rp.12.000.000.000,-, sedangkan pada TA. 2025
penerimaan SiLPA diproyeksikan sebesar Rp.6.000.000.000.-. Rincian
proveksi nilal penerimaan pembiayaan dapat dilihat pada tabel di bawah

irti
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Target Penerimaan Pembiavaan Daerah TA, 2025 dibandingkan Penerimasn

Tabel 5.1.

Pembisyaan Daerah dalom APRD TA. 2024

; TARGET KUA FFAS | PENIGKATAN/

URAIAN APPD 2024 s PENURLNAN %
PFENERIMAAN FEMBIAYAAN TLNS0E00MK £ OO O00.00 |- BSIEO00LC0N = 1%
St Letbh Perbatangan Anggardn == S000%
Tahun Sebedummya 12K 000. 00 BO00L000.000 |- 41000, 000 001 :
Pererimagn kembeli Pemberian 000
Pirjaean Daerah 51 D000 . SO.000 LO0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 12050000000 A O0LO00,000 |- BL50.000.000 0.21%
6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan TA, 2025 adalah Penvertaan Modal

Pemerintah Deerah Kabupaten Sumba Tengah. Nilai penyertaan modal
di tahun 2025 diproveksikan sebegar Rp.3.000.000.000,

Dengan demikian pembiavaan netto pada TA. 2025 schesar
Rp.3.000.000,000,- yang ditutup oleh surphis APBD.

Tabel 6.2,
Targel Pengeluaran Pembiayann Daerah TA. 2025 dibandingkan Pengeluaran
Pembiavaan Daerah dalam APBD TA, 2024

TARGETKUAPPAS | PENIGKATAN/
LRALAN APED 20124 X %
PENGELUARAN FEMBIAYAAN 3.050,000.000 3000000000 50000000 Lid%
Pemvertaan Modal Daerah 3 00.000.000 3000000000 0,00%
Pemberian Pejaman Daerah 310,000 000 0,000,000 LM 0%
Jumlah Pengeluaran Fembiayaan 3.050.000.000 000000000 000000 154%
r-.-mpmuﬂu] o, 000, D00IHND JO00.000.000 |- BODODORIOD | 66,47V
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BAEB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran : Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor produktif

Pengembangan dan Hilirisasi Pertanian Kawasan Sentra Produksi

Pangan Terpadu

1. Pembangunan saluran irigasi dan long strorage (dam) untuk
pemanfaatan air permukaan dan embung [Lokojangi) dan sungai
(Laigoli, Pamalar, Harungi Jengi) berkoordinasi dengan provinsi
dan Pusat

2. Pemanfaatan teknologi pompa untuk eksplorasi sumber air tanah
menjadi air baku

3. Pembangunan jaringan irigasi [primer, sekunder dan tersier] ke
lokasi Kawasan Sentra Produksi Pangan Terpadu

4. Penviapan infrastrukiur dan saprodi pendukung pengembangan
Kawasan Sentra Produksi Pangan Terpadu

5. Penyviapan benih padi, jagung ungeul, dan hortikultura serta pupuk
dan obat tanaman dalam jumlah yvang cukup

6. Penanganan serangan hama belalang dilakukan secara intensif,
dilakukan gerakan pengendalian OPT

7. Pendampingan yang komprehensil dan kentinyu dari penyuluh
pertanian

8. Pengendahan Alih Fungsi lahan pertanian

9. Pengembangan Produk Hutan Bukan Kayu dan Perhutanan Sosial

10, Meningkatkan produksi Peternakan melalui pengembangan ternak
besar, kecil dan unggas

11. Penyiapan infrastrukiur dan sarana produksi peternakan

12. Penviapan sarana dan alat tangkap penkanan

13. Penyiapan sarana dan prasarana perikanan budidaya

Basaran : Meningkatnya nilai tambah melalui pengembangan
industri pengolahan

Pengembangan dan Hilinsasi Produk Perlanian Kawasan Sentra
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Produksi Pertanian Terpadu

L:

10.
11.

12.

Pembangunan  fasilitas pasca panen  seperti Gudang
penyvimpanan (beras dan jagung)

Mekanmisasi pertanian di Kawasan Sentra Produksi Pangan
Terpadu

Pengembangan Industri pengolahan hasil Pertanian, Peternakan
dan Perikanan/Kelautan

Penyiapan korporasi dan kelembagaan petani dalam pengelolaan
pertanian pangan

Penyviapan infrastruktur dan sarana produksi pendukung
pengembangan komoditi perkebunan termasuk kopi

Peningkatan fasilitasi perijinan dan mengatasi hambatan investasi
Memperkuat Rkerja sama berbasis kontrak dengan Organisasi
berbasis Industri

Pengendalian pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok
Peningkatan produksi dan produktivitas UMKM/IKRT
Pembinaan, pendampingan dan fasilitasi modal bagi UMKM /IKRT
Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri dan
pengembangan industri pengolahan komoditi yang bernilai tambah
dalam mendukung perdagangan antar pulau di NTT

Penguatan dan pengembangan infrastruktur ekonomi digital untuk
UMEM

Sasaran : Meningkatnya peran dan daya saing pariwisata dan
ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah
Pengembangan Exploring National Park

L

Pengembangan atraksi wisata alam di Taman Nasional
Manupeu Tanah Daru dan lainnyva
Pengembangan route tour di Taman Nasional Manupeu Tanah

Daru dan lainnya
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Revitalisasi infrazruktur jalan menuju lokasi pariwisata
Pembinaan masyarakat lokal melalui Pokdarwis atau BUMDes
tentang Kesiapan pelayanan wisata alam dan/atau agro
Pendampingan pemenuhan sertifilkasi CHSE bagi pelaku
pariwisata

Membangun pusat informasi pariwisata

Pengembangan Konsep Pariwisata Agrotournism

1.

Pengembangan atraksi wisata agro di sustainable infegratecd
Sfarming area berbasis alam

Pengembangan amenitas,

Pendampingan masyarakat dalam mengelola destinasi wisata

Pengembangan ekonomi kreatif untuk mendukung pariwisata

1.

o DR

Peningkatan kapasitas pelaku ekraf melalui pendampingan dan
pelatihan

Fasilitasi permodalan bagi pelaku ckraf

Fasilitasi HAKI bagi merek dan produk ekraf

Fasilitasi dan dukugan pemasaran digital bagi produk ekraf
Membangun kerjasama dengan pihak ketiga untuk membina
UMEKM Ekraf

Sasaran : Meningkatnya Pendapatan masyarakat
Memberikan  kesempatan tkut  aktif dalam  pelaksanaan
pembangunan ekonomi

1.

Membuka akses permodalan baik melalui perbankan ataupun
lembaga bukan bank

Fasilitasi dan dukungan terhadap UMKM dan IKRT / wirausaha
baru

Penpembangan wadah ekonomi untuk memberdayakan kelompok
masyvarakal lapis bawah

Fasilitasi kelompok masyarakat dan rumah tangga miskin untuk
pemanfaatan skim  pembiayaan usaha yang disediakan

pemerintah
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3. Peningkatan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya
Alam (SDA) dan permodalan melalui  peningkatan sarana

prasarana produksi dan pemasaran yvang berbasis masyarakat

Basaran : Meningkatnya kesempatan kerja
Perluasan akses terhadap lapangan kerja melalui peningkatan
kapasitas tenaga Kerja

L.

Pengembangan potensi SDM melalui peningkatan kapasitas dan
keterampilan

Perluasan kesempatan angkatan kerja untuk mengakses Program -
program peningkatan keahlian

Fasilitasi peningkatan kapasitas tenaga kerja melalul berbagai
pelatihan dan magang, baik di Balai Latihan Kerja (BLK) maupun
pelatthan  lainnya untuk peningkatan keahlian, keterampilan
angkatan kerja baru

Perlindungan tenaga kerja terkait Keselamatan kerja maupun
kesempatan untuk berorganisasi, perlindungan, pengupahan dan
jaminan sosial sesuai ketentuan aturan yvang berlaku

Membuka kesempatan kerja melalui pengembangan dan
pengolahan potensi sumber dayva alam dan pariwisata

Pemantapan Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Lapangan

Kerja

Sasaran ; Berkurangnya kemiskinan
Peningkatan belanja per kapita rnumah tangga

i

Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin
melalui kelembagaan ekonomi di tingkar masyarakat [(Bumdes,
Koperasi Tani, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani dan
Kelembagaan ckonomi di Desa lainnya)

Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) vang adaptif dengan
memperhatikan aspek lingkungan, dan sosial budaya masyarakat
untuk meningkatkan produks: dan produksitivas UMKM
Penyediaan bantuan bagi kelompok masyarakat rentan / kelompok
disabilitas
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4.

Permanfaatan dana Bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi

untuk peningkatan pendapatan Rumah Tangga

Mengurangi beban pengeluaran

1.

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (rumah, sanitasi, air
bersih listrik, dan akses terhadap pangan bergizi)

Meningkatkan jumlah mmasyarakat yang tercover skema
Perlindungan sosial baik berupa bantuan sosial maupun jaminan
sosial

Pemberian bantuan beasiswa bagi masyarakat miskin

Penunjang

1.

Memastikan tersedianya layanan dasar data kependudukan dan
catatan sipil bagi penduduk miskin

Mengkoordinasikan program penanggulangan kemiskinan yang
didanai oleh APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes dan
sumber-sumber pembiayaan lain

Menyusun dan mengupdate Rencana Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (RPKD] dan Rencana Aksi Tahunan [RAT] Penanggulangan
Kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten

Penvediaan skim program dan pembiayaan bagi pekerja non upahan
(pekerjia keluarga), pekerja bebas (pertanian dan non pertanian)
seria kelompok penduduk miskin lapis bawah

Menyediakan data kemiskinan by name by address yang update
dan akurat

Sasaran: Meningkatnya kualitas dan kesempatan mengenyam
pendidikan
Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan yang merala

1.

4.

Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas,
kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan
Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan tidak mampu
Meningkatkan Budaya Baca masyarakat lewat Gerakan Membaca
Pembinaan dan Pendampingan Sekolah untuk menuju
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Akreditasi Minimal B bagi sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP

5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memadai
melalui berbagai Sumber Pembiayaan
Peningkatan  profesionalisme, Kualitas, Pengelolaan dan

Penempatan Guru

[

Penyediaan dan distribusi Tenaga Guru umum maupun guru
Mata Pelajaran tertentu sesuai analisa kebutuhan i setiap
Sekolah SMP

Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik SD dan SMP
Penyediaan insentif bagi tenaga guru tidak tetap pada SD dan SMFP

Sasaran : Meningkatnya derajat keschatan masyarakat
Pelayanan Kesehatan berkualitas yang terjangkau dan menjangkau

masyarakar

L.

Memastkan dukungan pembiayvaan untuk menuju cakupan
layanan keschatan yang menyeluruh 100% (UHC = Universal
Health Care 100%)

Meningkatkan Upaya Layanan Kesehatan melalui Fasilitasi
Layanan Rujukan Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) sampai
ke fasilitas kesehatan di atasnya

Penvediaan dan distribusi tenaga medis (dokter, perawat, bidan dan
tenaga gizi) untuk fasilitas layanan rujukan

Pemenuhan kebutuhan SDM keschatan yang memadai dalam jenis,
jumlah, kualitas dan distribusi

Memastikan layanan kesehatan vang komperhensif bagi Pasangan
Usia Subur, Ibu Hamil dan Remaja Putri dalam rangka pencegahan
dan penanganan Stunting, Gizi Kurang dan Gizi Buruk
Pemenuhan kebumuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai
standar dan kebutuhan masing-masing unit layanan rajukan
Memastikan layanan kesehatan dan koordinasi penyediaan alat
kontrasepsi bagi pasangan usia subur dalam rangka mengurangi
angka kelahiran total

Peningkatan Pemahaman dan Periluku Hidup Sehat
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L.

Perungkatan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan
kualitas kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM)

Pencegahan dan Penanganan Stunfing

1.

Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah
dan stakeholder terkait untuk pengarahan sumberdaya dalam
pencegahan stunting secara berkelanjutan

Pencegahan dini melalui peningkatan derajat kesehatan kelompok
ibu hamil

Penyediaan subsidi untuk peningkatan asupan giz kelompok
keluarga miskin

Perbaikan perilaku hidup sehat

Sosialisasi dan advokasi pada remaja putri terkait pola hidup sehat,
pemenuhan gizi, dan pencegahan stunting

Pemantapan sistem informasi dan pengendalian stunting sccara
terpadu

Basaran : Meningkatnya kesempatan bagi perempuan untuk
berpartisipasi dalam pembangunan dan perlindungan terhadap
perempuan dan anak

Perluasan akses bagi kelompok perempuan

1
2.
3;
4

cn

Kesempatan memperoleh pendidikan vang layak

Kesempatan mendapatkan layanan kesehatan yang layak
Kesempatan mendapatkan pekerjaan dan upah yang layvak
Kesempatan berusaha vang lavak

Hesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan
politik

Perlindungan hukum dan sosial bagt kelompok perempuar

1.
.
a.

Jaminan advokasi dan pembelaan secara hukum
Jaminan rehabilitasi akibat berbagai tindakan traumatik
Penpuatan kelembagaan perlindungan bagi kelompok perempuan
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Percepatan pembangunan nfrastruktur Perhubungan Darat, Laut

dan Udara

1. Pemanfaatan sumber pembiayaan pembangunan daerah baik
melalui APBD Kabupaten ataupun sumber pendanaan lainnya yang
tidak bertentangan dengan atuan dan tidak mengikat untuk
membiaval infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara

2. Perluasan akses terhadap sumber pembiayaan Pemerintah Pusat
(APBN] untuk percepatan pembangunan infrastruktur
perhubungan darat, laul dan udara

3. Membuka trayek anghkutan desa untuk memudahkan distribusi
orang dan barang
Pemasangan marka dan rambu jalan untuk keselamata
Pembangunan jalan usaha tani untuk memudahkan distribusi hasil
pertanian

Pemantapan perlindungan terhadap anak

1. Membentuk Desa Ramah Anak

2. Jaminan perlindungan/rehabilitasi anak korban tundakan
traumatik

3. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pelayanan ferpadu
bagi anak

Perlindungan dan perluasan akses bagi kaum difabel
1. Kesempatan terlibat dalam pembangunan, mendapat
perlindungan, dan keterlibatan dalam sosial politik

Sasaran: Meningkatnya |kualitas pemuda dan prestasi

keolahragaan

Pengembangan keolahragaan

1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga untuk
peningkatan prestasi

2. Pembinaan Cabang Olahraga Potensial, Tradisional dan Rekreasi
untuk mendukung prestasi dan pengembangan pariwisata daerah
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Pengembangan kKepemudaan

1. Pembinaan Organisasi Kepemudaan dalam rangka meningkatkan
keterlibatan aktif pemuda dalam pembangunan daerah

2. Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda melalui  dukungan,
kesempaian, pelatihan, pendampingan sehingga mempunyai
kemampuan untuk berjiwa Wirausaha, Produktif, Berprestasi dan
Bertanggung jawab

Sasaran : Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur

dalam mendukung konektivitas daerah

Percepatan pembangunan infrastrukiur perhubungan darat, laul, dan

udara

1. Pemanfaatan sumber pembiayaan pembangunan daerah baik
melalui APBD Kabupaten ataupun sumber pendanaan lainnya yang
tidak bertentangan dengan aturan dan tidak mengikat untuk
membiayai infrastruktur pengairan

2. Perluasan akses terhadap sumber pembiavaan Pemerintah Pusat
(APBN) untuk percepatan pembangunan infrastruktur
perhubungan darat, laut dan udara.

3. Membuka trayck angkutan desa untuk memudahkan distribusi
orang dan barang.

4. Pemasangan marka dan rambu jalan untuk keselamatan.

5. Pembangunan jalan usaha tani untuk memudahkan distribusi hasil

pertanian.

Sasaran : Meningkatnya kualitas Infrastruktur Irigasi dan

pengairan dalam mendukung perekonomian daerah

Percepatan pembangunan infrastrukiur perhubungan daral, laut dan

udara

1. Pemanfaatan sumber pembiayaan pembangunan daerah baik
melalui APBD Kabupaten ataupun sumber pendanaan lainnya
vang tidak bertentangan dengan aturan dan tidak mengikat
untuk membiayvai infrastruktur pengairan.

2. Perluasan akses terhadap sumber pembiayaan Pemerintah Pusat
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(APBN) untuk percepatan pembangunan infrastruktur pengairan.

Optimalisasi  pemanfoatan Infrastruktur  Pengairan untuk

mendukung Peningkatan Produksi Pertanian.

1. Pemantapan fungsi jaringan irigasi untuk menjamin kelancaran
distribusi air.

2. Penguatan fungsi kelembagaan pengelola irigasi aras kabupaten.

3. Dukungan pemnayaan untuk pemeliharaan secara berkelanjutan.

4. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat
serta antarkabupaten sedaratan Sumba untuk menjamin
terselengparanyva tatakelola air yvang baik.

Sasaran : Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan

layak, air minum dan sanitasi

Peningkatan Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar

1. Pengembangan permukiman melalui peningkatan penyediaan
jumlah Eumah Layak Huni

2. Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bagi
masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap dan/atau yang
membangun atau memperbaiki rumah secara swadaya

3. Pengelolaan Sistem Penyvediaan Air Minum (SPAM] yang
berkelanjutan

4. Pengembangan Sistem Penyediaan Perumahan dan Pemukiman
vang scrasi dengan Tata Ruang dan terpadu dengan Layanan
Infrastruktur Dasar Pemukiman termasuk Sistem Transportasi
Publik

5. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastrukiur Air
Minum dan Sanitasi

6, Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan,
perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan Air Minum dan
Pengelolaan Sanitasi

Sasaran : Terlaksananya percepatan pembangunan elektrifikasi
Peningkatan Pasokan Sumberdaya Kelistrikan berbasis Energi
Baru Terbarukan [(EBT] untuk Memenuhi Kebutuhan RT dan Ekonomi




1. Pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga/Provinsi/Pusat

untuk ekspiorasi dan eksploitasi sumberdaya kelistrikan berbasis
EBT

2. Optimalisasi pemanfaatan sumber dava kelistrikan berbasis EBT
pada tingkat komunitas/komunal

Peningkatan akses rumah tangga terhadap sumber daya Kelistrika
1. Penyediaan subsidi bagi rumah tangga untuk mengakses listrik
PLIN

2. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan pihak ketiga untuk
mengakses listrik PLN

3. Pemanfaatan sumberdaya kelistrikan berbasis EBT skala mikro
untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga daerah terpencil

Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan

l. Penanganan Sampah dan limbah dan Sungai melalui
penvediaan tempat pembuangan sampah

Terbentuknya tempat pembuangan sampah (TPA)

Peningkatan fasilitasi rumah tangga vang memiliki akses samitasi
Peningkatan pembangunan Instalasi Air Limbah Domestik

b R

Pengendalian pencemaran lingkungan melalui pembangunan
infrastrukiur  dengan peningkatan  manajemen  tata  kelola
pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Keterpaduan pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan

1. Optimasi fungsi penguatan lahan dalam kawasan sentra produksi
pangan guna menunjang ketahanan pangan nasional

2. Optimalisasi Keterpaduan antar sektor dalam tata guna lahan
pertanian dalam penataan ruang vang selaras, sinkron dan terpadu
dari berbagai rencana dan program lintas sektoral untuk
mewujudkan pembangunan berkelanjutan

3. Konsistensi kebijakan dan terkendalinya pemanfaatan ruang dari

ketentuan dan norma vang telah ditetapkan
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Edukast kebencanaan bagi masyarakal

l. Peningkatan pendidikan dan pelatihan aparatur

2. Penanggulangan Bencana di daerah serta masyarakat dalam
Penanggrulangan Bencana

3. Membangun budaya sadar terhadap Pengurangan Resiko Bencana
melalui Pelatihan, Pendidikan, Simulasi serta Gladi secara berkala
dan berkesinambungan

4. Peningkatan Pengetahuan tentang Penanganan dan Pengurangan
Resiko Bencana

5. Penetapan Desa Tangguh Bencana

Basaran : Mewujudkan Birokrasi yang profesional untulk
meningkatkan kualitas tatakelola panyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel,
transparan serta partisipatif

Penyelenggaraan, Pengendalian dan  Pelaporan  Perencanaar,

Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerjfa Pemerintahan

1. Pencrapan e-governmeni, e-planning, e-budgeting secara terpadu

2. Penerapan sistem pengendalian, evaluasidan pelaporan pelaksanaan
kegiatan secara terpadu

3. Penerapan sistem pengendahian, evaluasi dan pelaporan kinerja
secara lerpadu

4. Pemantapan sistern pendataan secara terpadu sebagai database
pelaksanaan pembangunan dalam satu data Indonesia

5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pekerjaan
untuk efisiensi dan efektifitas pelayanan yang diberikan

6. Memberikan ruang untuk dilakukan inovasi agar meningkatkan kualitas
pelayanan vang diberikan kepsada masyarakat.

7. Penyiapan SDM dengan kapasitas dan kapabilitas yang tinggi dan
berdayva saing

B. Penviapan infrastruktur penunjang untuk mendukung

implementasi sistem secara berkelanjutan
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Penyelenggaranan pemerintahan yang transparan dan  akuntabel

sesual ketentuan perundangan

1. Memastikan proses pengadaan barang dan jasa yang lransparan
dan sesuai regulasi melalui aplikasi berbasis web, penggunaan e-
eatalog dan ketentuan lainnya

2. Penyusunan standar pelayanan dan operasional prosedur untuk
setiap alur kerja layanan pemerintahan

3. Meningkatkan keselarasan, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi
perencanaan, PCNEganggearan, pelaksanaan, pengendalian,
pelaporan dan evaluasi pembangunan daerah

4. Penetapan indikator kinerja dan target kinerja yang realistik dan
terukur sebagai dasar pengulkuran kinerja kinerja

Peningkatan Kapasitas SOM

1. Mengembangkan Kapasitas dan Kapabilitas 3SDM aparatur
Kabupaten Sumba Tengah dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi melalui diklat ,bimtek, maupun tugas belajar sesual man
power planning

2. Memanfaatkan peluang peningkatan kapasitas dan kapabilitas
aparatur melalui sumber pendanaan lain di luar APBD

3. Rekratmen pejabat melalui mekanisme assessment centre,
seleks] terbuka dan manajemen taleni poo

4. Rekrutmen PNS berdasarkan analisa kebutuhan dan penempatan
PNS pada jabatan sesuai hasil pemetaan kKompetensi

5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRD

Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

1. Mengintensiflkan fasilitasi, sosialisasi dan penyuluhan mengenai
pentingnya membayar pajak

2. Perbaikan pada Kualitas SDM bagi petugas pemungut pajak
dan retribusi

3. Meningkatkan Pengawasan secara internal tentang kinerja
Petugas Pajak

4, Pengembangan Ewvaluasi monitoring secara elekitronik wuntuk
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pembayaran dan sumber pendapatan retribusi.
Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah secara berkala
Inovasi - inovasi untuk peningkatan pajak dan retribusi melalai

pembayaran secara online seperti melalui aplikasi Quick Response
Code Indonesian Standard [QRIS)

7. Pembayaran transaksi keuangan secara e-money

8. Meningkatkan Investasi untuk mendukung peningkatan
pendapatan daerah

9. Meningkatkan dukungan sektor pendapatan dari retribusi yvang
berorientasi bisnis

10. Melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Daerah yang sehat
untuk pengembangan usaha dan menghasilkan keuntungan bag
PAD melalui Analisis Investasi secara komprehensif oleh
Pemerintah Daerah

11. Pengembangan Sumber Daya Infrastruktur dan pengembangan
polensi - petensi baru sebagai penghasilan pendapatan Sektor Non-
Migas, Pariwisata, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan

12. Optimalisasi sumber - sumber potensi pendapatan secara

komprehensif
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BAB VIl
PENUTUP

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 berpedoman
pada dokumen REencana Kerja Pemerintah Daerah [RKPD) Tahun 2025 untuk

selanjutnya dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah

berharap agar dalam pembahasan KUA Tahun Anggaran 2025 dapat dilakukan

berbagai penyesualan seperlunva vang disepakati bersama.
Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman

dalam penyusunan Plafon Prioritas

Anggaran 3Sementara [PPAS] dan

Rancangan APBD Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025,
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